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~Judul ch atas mer upakan pemad&t‘m dari Judul yang diminta oleh panitia
-yanﬂ ﬂ.wainya berjudul “Perumusan Ancaman Pidana Sebagai Parameter
Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana Dalam KUHP, Undang-Undang di Luar
KUHP, dan RUU KUHP” Addpﬁﬂ fokus bahasan yan0 diminta dalam TOR
mehpuu '

:_.: i § sxstem perumusan ancaman sanksi pidana dalam KUHP;

2. perumusan ancaman sanksi pidana ddlam undang-undang di luar
KUHP;

-3, ‘perumusan ancaman sanksi pidana {mati, penjara, denda, dan pidana
tambahan) sebagai parameter keadilan dalam hukum pidana;

4. praktik penjatuhan pidana sebagai bentuk interpretasi keadilan dalam
- perkara pidana;

5. perlunya perumusan standar pengancaman sanks) pidana dalam hukuem
pidana sebagai dasar pengancaman sanksi pidana dalam hukum
pidana di masa datang (dihubungkan dengan RUU KUHP).

Bertolak dari fokus bahasan yang diminta, sistematilka makalah ini terdiri
dari 2 (dua) sub-bahasan:

A.  Sistem Perumusan Pidana {di Dalam dan di Luar KUHP) dan Pengaruhnya
Terhadap Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana.

#) Makalah pada Lokakarya Perkembangan Hukum Pidana dalam UU di luar KUHP dan Kebijakan
Kedifikasi Hukum Pidana, diselenggmakan oleh BPHN Kementerian Hokum dan HAM, di Semarang.
tanggai 3-5 November 2010,
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~B. Kebu Ponnu]dsz Sistem Pcmulammn di. ’\,lea Dat.,mU

Ulal’in dalam sub A dimaksudkan untuk 111enampun0 masalah nomor |

s, d. 4; sedanﬂl\an sub B ‘dimaksudkan untuk menampung masalah nomor 5.
 Patut kir anya ‘dikemukakan, bdhwa sebaomn besar masalah nomor 1 s.d. 4,
sudah pernah dibahas dalam diser tasi saya (khususnya yang berkaitan dengan
“pidana penjara).! Oleh karena itu, pembahasan yang disajikan dalam makalah

“ini (khususnya yang terkait. dengan pidana penjara), terutama bersumber -

“dart disertasi itu.

“A. Sistem Perumusan Pidana (di Dalam dan di Luar KUHP) dan -

' '.Penga_rulmya Terhadap Keadilan Dalam Penjatuhan Pidana
1. Penve;tmn dan Ruang Lmﬂkup Sistem Perumman Pidana

't ;Umumnya sistem.perumusan pidana diartikan secara sempit,

yi . yaitu perumusan sanksi pidana (baik jenis maupun lamanya)

dalam perumusan delik. Namun melihat judul dan fokus

permasalahan/bahasan yang diminta, nampaknya yang dimaksud

adalah sistem perumusan pidana dalam arti luas, vaitu lebih

mengarah pada sistem pemidanaan karena dikaitkan dengan
-masalah “keadilan dalam penjatuhan pidana”™.

= Masalah keadilan dalam penjatuhan pidana tidak dapat semata-
mata dilihat dari perumusan pidana dalam arti sempit, karena

- perumusan jenis dan lainnya/jumiab pidana hanya merupakan
sub-sistem pemidanaan. Masalah keadilan dan penjatuhan pidana
terkait dengan keseluruhan sistem pemidanaan atau sistem
perumusan pidana dalam arti luas, yaitu: (a) peérumusan pidana
‘dalam “aturan khusus” (dalam perumusan delik); (b) perumusan
aturan pemidanaan/penjatuban pidana dalam “aturan umum?”.

2. Sistem Perﬁmusan {Ancaman) Pidana Dalam KUHP dan di Luar
KUHP

Pengantar

¢ Perumusan pidana yang diungkapkan berikut ini adalah perumusan
pidana dalam arti sempit, yaitu yang terdapat dalam perumusan

' Disertasi ini disusun tahun 1985 di UNPAD. Bandung, yang kemudian diterbitkan dengan judul “Kebijakan
Legislatf dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjura”, cetakan ke-1 tahun 1994 oleh CV
Aunania Semarang, cetakan ke-2 thun 1996 oleh BP {Badan Penerbit) UNDIP, cetakan ke-3 tahuit
2000 oleh BP UNDIP. dan cetakan ke-4 tahun 2010 oleh Genta Publishing, Yogyakarta.
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delik (khususnya delik kejahatan) dalam KUHP dan 18 UU di

. onmbaran umum, kar ena data saat ini tentunya sudah berubah.

Cove o Untuk, I‘ﬂeﬁﬂlkutl per}\embdnoda E\eseluruhan kebijakan sistem -
: -_._;pemldanaan dalam pezundmmu;}danoan saat ini {s.d. tahun -

20093, dlpersﬁahk&n mengkaji “Laporan Akhir Penulisan Karya

- Ilmiah” dari saya kepada BPHN pada tahun 2009 yang berjudul

" “Perumusan Ketentuan Pidana dd]dm Penyusunan/?cmbuamn
- Pemtman Perundano und“angan

Perumusan Pidana Dalam EUHP
" Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan
- delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok (kecuali pidana
tutupan), dengan menggunakan 9 (sembilan) bentuk perumusan,
yaitu:
(1) diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup
~atau penjara tertentuy’?

= diancam dengan pidana penjam seumur hidup atau penjara
(tertentu);

(3) 'dlancam_dengan pidana penjara (tertentu);

(4) diancam dengan pidana penjara atau Kurungan,

(5) diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda,

{6) diancam dengan pidana penjara atau denda;

“{7) diancam.dengan pidana kurungan;

(8) diancam dengan pidana kurungan atau denda;

{9) diancam dengan pidana denda.
¢ Berdasarkan hasi! penelitian dan kajian saya dalam disertasi,
~ dapat diidentifikasikan hal-hal sebagai berikut:

(1) KUHP hanya menganut 2 (dua) sistem perumusan, yaitu:

{a) perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok):

(b} perumusan alternatif.

"

Untuk selanjutnya dalm wilisan ini digunakan istilah “pidana penjara” saja untuk menyebut istilah
“pidana penjara daiam waku tertemtu”,
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- luar KUHP yang bersumber dari penelitian sewaktu saya membuat .
" ’disertasi. Oleh karena i, bahan ini sekedar untuk memberikan .




Pidana pokoek yano diancam/dirumuskan secara tunggal,
hanya pzdana penjax & kmunmn atau denda.

_'Tlc[aI\ '1da pidan& m’m dtau penjam seumur hidup yang
diancam secara mnggdl Pidana mati selalu diancamkan
secara alternatif dengan penjara seumur hidup atau penjara

“tertentu 20 tahun, Demikian pula pidana penjara seumur

@

' hldup sel.}iu dialternatitkan dengan penjara 20 tahun.

Sistem perumusan tunggal yang paling banyak digunakan
dalam KUHP adalah pidana penjara. Ada sekitar 70% (£=395)
tindak pidana kejahatan dalam KUHP hanya diancam dengan
pidana penjara saja. Sistem perumusan pidana kurungan

. tunggal hanya ada dalam 2 (dua) tindak pidana, dan

{3)

(6)

{7

perumnusan denda tunggal hanya ada dalam 1 (satu) tindak
- pidana.

Perumusan ancaman pidana penjara tunggal ini hampir
selalu ada dalam setiap kelompok kejahatan menurut KUHP.
Dari 31 Bab atau kelompok kejahatan dalam Buku [I KUHP,
hanya ada dua bab {kelompok kejahatan} yvang tidak memuat
sistemn perumusan penjara fungeal yaitu Bab XVH mengenai
kejahatan membuka rahasia dan Bab XX1 mengenai kejahatan
kealpaan yang menyebabkan orang lain mati atau luka-
luka.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak
diancamkan untuk “kejahatan” di dalam KUHP, yaitu 97,96%
dari keseluruhan jumiah kejahatan yang diteliti (tercantum
dalam 575 perumusan delik kejahatan dari N=587) atau
74,10% dari keseluruhan jenis pidana yang diancamkan
untuk “kejahatan”.

Di antara sistem pernmusan alternatif (Iihat sistern perumusan
No. 1, 2, 4, 3, 6, dan 8), sistem perumusan alternatif yang
paling banvak digunakan untuk “kejahatan” di dalam KUHP
jalah ancaman “pidana penjara atau denda”, sekitar 20,10%.
Jumlah ancaman pidana denda yang dialternatitkan relatif
sangat rendah. Untuak “kejahatan”™, maksimum pidana denda
berkisar antara Rp 900 dan Rp 150.000. namun yang paling
banyak diancamkan sebesar Rp 4.500.
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samp;u yancr pahmr 1111(%111

(9) deana iambdhan bc151fat fakukduf namun pada dasamya

dehk kecuati pldam tambahan per amp'ls'm barang.

(10)L&many1f;uml.1h pidana semug duumusl\'m dOIl“"ﬂl sistem 0

- maksimal (indefinite sentence), den an minimal urmum yang .
-rendah (mmmml pen_]ma satu h‘lil ddi} minimal denda Rp - =
3,75). S :

.( 11) Aturan pémidaii.z:izir.l.Berer'ie;.zta's'i pacia sistem maksimal dan
berorientasi pada omnc/peiaku (ojfena’ez) tidak pada korban
e . Gan kor pOiﬂS] : .
b Perumusan Pldana dx Luar KUHP

: .fj.“ - Belbeda denoan sistem KUHP pembaat undang-undang di luar
. . KUHP mengganalx._cu_; Il bentuk perumusan ancaman pidana
sebagai berikut:?

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup
_dfau penjara fertentu;

2. .Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup
atau penjara tertentu dan/atau pidana denda;
- 3. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara

tertentu dan/atas pidana denda;
Diancam dengan pidana penjara;

Diancam dengan pidana penjara dan denda;

4
5
. 6. . Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. - Diancam dengan pidana penjara dan/atau denda;
8. Diancam dengan pidami penjara atau kurungan atau denda;
9. Diancam dengan pidana kurungan dan denda;
10. Diancam dengan pidana kurungan atau denda;

1I. Diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda.

3

Lihat tabel 2 dan tabei 2.1 dalam lampiran disertasi.
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i :_I‘_);u'_i_ 11 bentuk perumusan sanksi pidana di atas, pidana penjara

terdapat dalam 8 (delapan) bentuk perumusan dan merupakan

- jenis pidana yang paling b«.ll]}’dl\ dmncdmkan daldm perumusan
: '_::'dehi\ (.‘ael\itdl 91, 6 7%) :

.-:'D*u; 11 bcmuk perumnsaza d1 atas. telhhat ada empat sistem

i pezumus&n }’dI[Ll

1 _;’s;stem perumusan 1u119,9,*11 atau sistermn 1mperauf

2. sistemn perumusan alternatif;

3. %1siem perumusan i\umulanﬁ dan

c 1 sistem perumusan kumulatif-alternatif.

Dari keempat sistem perumusan tersebut, yang paling banyak
digunakan (urutan ke-1) ialah sistem kumulatif-alternatif yang
memuat ancaman pidana “penjara dan/atau denda”; urutan ke-

2 sistem perumusan alternatif berupa pidana “penjara atau

denda”; urutan ke-3 sistem kumulatif, dan urutan ke-4 sistem
perumusan tunggal yang memuat ancaman pidana penjara saja.

Bila dibandingkan dengan sistem KUHP, maka tampaknya
kebijakan pembuat undang-undang di luar KUHP cenderung

“mengurangi penggunaan sistem perumusan pidana penjara

secara tunggal. Sepert telah dikemukakan di atas, dalam KUHP
terdapat sekitar 70% lebih tindak pidana kejahatan yang menmmat
perumusan tunggal, sedangkan di luar KUHP hanya sekitar
20%.

Dilihat dari segi ini tampaknya ada kemajuan, karena seperti
dinyatakan oleh Roeslan Saleh, kebanyakan sistem perundang-
undangan sekarang tidak mempunyai sifat imperatif melainkan
telah berubah dengan sifat permisif.* Dari uraian Roeslan Saleh
dapatlah ditegaskan, bahwa penetapan satu pidana yang pasti
atau sistem tunggal dan imperatif merupakan “‘sistem dulu”.

Hal lain yang menarik untuk diperbandingkan ialah, bahwa
sistem perumusan tunggal di lnar KUHP hanya terbatas
uniuk pidana penjara saja, sedangkan dalam sistem KUHP

4

Roeslan Saieh,

Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, him. 19
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~ada perumusan tunggal Untuk pidana kurangan dan juga untak
Upidanadenda. iU i T

- Walaupugn dilihat dari sudut perumusan tunggal “tampaknya”
~ada kemajuan atau perubahan terhadap sistem KUHP, namun

- dilihat “dari . sisi lain ‘dapat dikatakan bahwa hal itu hanya |

perubahan kebijakan. Yang ‘ada ‘hanya perubahan teknis
- -perumusan ancaman pidana. Hal ini dapat lebih dijelaskan sebagai
- berikut; - : :

a. Walaupun jumlah kejahatan di Juar KUHP yang diancam
dengan pidana penjara tunggal tidak banyak (menduduki
‘wrutan ke-4), namun dengan adanya perumusan komulatif
(penjara dan denda} yang pada hakikatnya juga bersifat
‘imperatif, maka pidana penjara yaag bersifat imperatif ini
justru jumlahnya paling banyak. Jumlah ini menjadi semakin
lebih besar bila dihubungkan dengan perumusan kumulatif-
alternatif yang mengandung juga sifat imperatif yvang
 terselubung, karena sistem: ini sebenarnya dapat juga disebut

* sistem “kumulasi tidak murni™.

o _Wa}aupﬁn perumusan pidana peniara secara tunggal hanya
sedikit, namun dengan adanya penggunaan sistem perumusarn
kumulatif 'da_n kumulatif-alternatif yang cukup banyak,
memberi peluang yang cukup besar bagi hakim antuk
menjatuhkan pidana penjara. Terlebih dari hasil penelitian
terlihat, bahwa pidana penjara selalu tercantum dalam
sembilan bentuk perumusan yang dikemulkakan di atas (nomor
I-8) dan merupakan jenis pidana yang paling banyak
diancamkan terhadap kejahatan di luar KUHP.

Dengarn demikian, kebijakan pembuat undang-undang di

luar KUHP tidak banyak berbeda dengan sistem KUHP.

¢. Pengaruh Sistem Perumusan Ancaman Pidana Dalam
KUHP dan UU di Luar KUHP Terhadap Praktik
Penjatuhan Pidana

5

P.AFE Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, hlm. 43-45
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- a1, Pengaruh Sistem Perumusan Ancaman Pidana Dalam

KUHP Terhadap Praktik Penjatuban Pidana

e - Berdasarkan analisis data pu_tusaﬁ Pengadilan

Neger seluruh Indonesia, pidana yang paling banyak

- dijatuhkan dalam praktik adalah pidana penjara

_.untuk semua jenis/kelompok kejahatan, bahkan juga
terhadap anak {di. bawah 15 tahun)..

s Banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan,
tampaknya berhubungan erat sekali dengan sistem
perumusan ancaman pidana penjara yang telah
dikemukakan di atas, yaitu:

.. = Pidana penjara merupakan jenis pidana yang

.-paling banyak diancamkan (97,96% dari
keseluruhan jumlah kejahatan);

- Kebanyakan ancaman pidana penjara
dirpmuskan dengan sistem perumusan tunggal
{70% lebih) yang bersifat absolut/imperatif
dan 20% dirumuskan secara alternatif dengan
denda yang relatif ringan, sehingga hakim lebih
cenderung memilih pidana penjara. Ini berarti
jumlah kedua bentuk perurnusan itu (lebih dari
90%) memberi peluang dan kecenderungan/
keterpaksaan sangat kuat untuk dijatuhkannya
pidana penjara;

- Terlebih dengan sangat ringanr.ya pidana denda
menurut KUHP dan lemahnya aturan
pelaksanaan pidana denda (termasuk pidana
kwrungan pengganti denda) di dalam Pasal
30-31 KUHP.

e Banyaknya jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana
penjara sebenarnya tidak merupakan masalah,
apabila hal ita benar-benar dijatuhkan oleh hakim
daiam rangka melaksanakan tugas mengadili dalam
arti yang sebenarnya. Namun dilihat dari sistem
perumusan pidana penjara (baik secara tunggal
maupun alternatif) jelas terlihat bahwa pidana
penjara yang dijatuhkan oleh hakim dapat
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diperkirakan bukan atas dasar pertimbangan rasional -
- yang berorientasi pada si pembuat (keadilan) tetapi -
- lebih merupakan pekerjaan sablon, setidak-tidaknya -
. 'sekedar rasa ~“‘hormat/patuh”-nya saja kepada
- undang-undang. Penjatuhan pidana yang sekedar o
P me;upahan Schablone Arbeit itu dapat pula &
- dikatakan sebagai pekerjaan mekanik yang otormatik, ;
.. yang jelas tidak bertolak dari parameter rasionafitas

‘dan Leadllfm

2. Penoaruh Sistem Perumusan Ancaman Pidana di
- Luar KUHP Teriladap Praktik Penjatuhan Pidana

s Praktik peneiapan p;dana yvang diteliti (dalam
- disertasi saya) terbatas pada data statistik kriminal
seluruh Indonesia dari Biro Pusat Statistik (BPS)
selama 10 tahun. Data yang diperoleh dari BPS
“inipun hanya terbatas pada 6 (enam) tindak pidana
(yaitu tindak pidana ekonomi, korupsi, subversi,
narkotika, imigrasi dan devisa).

¢ Kecenderungan yang terlihat jalah, bahwa pada
umumnya pidana penjaralah yang paling banyak
dijatuhkan yaitu sekitar 68.91% (dengan
memasukkan juga jumlah pidana bersyarat untuk
penjara sekitar 8§%) dari seluruh jenis putusan
hakim. :

¢ Bila dilihat secara lebih terperinci dengan tidak
memasukkan pidana bersyarat, maka terlihat data
penjatuhan pidana penjara sebagai berikut: untuk
tindak pidana korupsi sekitar 68,48%, untuk tindak
pidana subversi sekitar 89,59%, untuk tindak pidana
narkotika sekitar 76,06% dan untuk tindak pidana
devisa sekitar 80%. Jadi untuk keempat jenis tindak
pidana itu, pidana penjara yang dijatuhkan cukup
tinggi. Adapun pidana penjara untuk tindak pidana
ekonomi dan imigrasi. menunjukkan angka cukup
rendah yaitu untuk masing- masing hanya sekitar
27,39% dan 16,66%. Untuk kedua tindak pidana
ini [ebih banyak dijatuhkan pidana denda.

9
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ceooeBilacdata dioatas dihubungkan dengan sistem

. perumusan ancaman pidana dalam undang-undang

. :s_di-.__lu'z_i_r.KUHP seperti-telah dikemukakan di atas,

- maka tampak jelas ada hubungan antara banyaknya

. jumlah pidana penjara yang ditetapkan dalam

-undang-undang di luar KUHP dengan banyaknya

. jumlah. pidana penjara vang dijatuhkan dalam

. praktik. Seperti-telah dikemukakan di atas, sekitar

- 91,67% perumusan kejahatan itu di luar KUHP
. memuat ancaman pidana penjara.

¢ ceiData Tain‘'yang menarik adalah, bahwa walaupun
_.pidana penjara dirumuskan secara alternatif atau
_secara.kumulatif-alternatif dengan jenis pidana
_ :lainﬁya,_'n;unun dalam kenyataannya pidana penjara
yang paling banyak dipilih dan dijatuhkan oleh
‘hakim. Perkecualian hanya terlihat pada tindak
‘pidana ekonomti dan imigrasi. Dalam menghadapi
sistem kumulatif-alternatif, tampak kecenderungan
bahwa dalam praktiknya hakim tidak memilih
penjatuhan pidana secara kumulatif tetapi lebih
cenderung memilih sistem alternatifnya. Dan
‘alternatif yang paling banyak dipilih ialah pidana

© penjara, | LEiiia

<:3 Pengaruh Sistem Perumusan Pidana dan Sistem
Pemidanaan Terhadap Keadilan Dalam Praktik
- “Penjatuban Pidana

Pidana penjara (perampasan kemerdekaan) yang
- paling banyak dijatuhkan dalam penjatuhan pidana
dan penahanan (merupakan bentuk perampasan
kemerdekaan juga) yang sering digunakan dalam
proses penegakan hukum merupakan akibat dari
sistem perumusan pidana dan sistem pemidanaan
saat ini. Walaupun secara formal mungkin sudah
sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, namun
dalam kenyataannya menimbulkan banyak masalah.
Tidak hanya masalah kepadatan LP dan pengapnya
ruang tzhanan di satu pihak dan adanya kasus LP
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 mewah-di lain pihak, namun juga menimbulkan™- "

masalah-masalah yang menyentuh rasa keadilan

dan kemanusiaan. Hal ini terlihat dalam berbagai~ -
kasus mutakhir yang mendapat sorotan tajam -

“masyarakat (seperti kasus Minah, kasus pemungutan

‘kapas-randu, kasus pemetikan semangka, kasus = .

“Prita, kasus pencurian pisang dan 3 batang jagung,
kasus memakai sandal orang lain sewaktu ambil -

wudhu untuk shalat Jumat, kasus pencurian serokan -

© penggorengan tahu, kasus PRT mengambil piring
majikan dsb.). Di samping itu timbul puia berbagai
keresahan dan tanggapan/respons d&i kalangan
-aparat/pejabat penegak hukum dan masyarakat

akademis.t

°  Respons/tanggapan terhadap kasus-kasus yang
dipandang terlalu kecil/sepele (insignificant) itu

antara lain:

1. ‘Balam Kasus Minah: ’

o Hakim Bambang Lukmono:

o

kasus seperti ini mestinya tak perlu
sampai disidangkan;

akan lebih efektif bila diselesaikan
dengan baik-baik secara kekeluargaan;

sebagai lembaga pengadilan, tidak
bisa menolak menyidangkan
perkaranya, karena setelah menerima
berkas perkara, mau tidak mau harus
menyidangkan perkara ini.

Antara lain disclenggarskannya Seminar Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan/Aparat Penegak Hukurn

tahun 2008 di Undip, Diskust Interaktil Kasus Prita tahun 2009 di Akpol, Seminar Menembus Asas
Legalitas tahun 2009 di Undip, Seminar Implementasi Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana,
November 2009 di Bangkalan, Seminar Mafia Peradilan, Mare. 2010 di Undip. dsb.

7 hupfppiuk.org/node/1251
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- Jaksa Noorhaniyali:

- "Ke’]aksaan tak bisa mengeluarkan
~SP3 (Surat Perintah Penghentian
~ Penyidikan), karena seluruh berkas
dan buktmya sudah lengkap.

Didlel\ Darmanto (Kapuspenkum
Keﬁcung)

- bila. cukup bukti  tidak mempunyai
kewenangan menghentikan
-penyidikan;

- kalau dipikir-pikir yang diambil tidak
sebanding dengan perkara dan biaya
yang dikeluarkan menangani perkara;

- tanyakan ke polisi, kenapa kasus
seperti itu kok diteruskan, tidak
diselesaikan misalnya kekeluargaan.

.- Patrialis Akbar (Menkumhbam):

- “penegak hukum memang harus
punya prinsip kemanusiaan. Masa
nenek-nenek begitu... hakimnya saja
sampai menangis melibat nenek itu™;

- ke depan Depkumham akan membuat
sistem yang bisa menjawab
permasalahan-permasalahan seperti
vang sedang dialami oleh nenek
Minah. “Penjara sekarang kan sudah
penuh. Lembaga Pemasyarakatan
sudah seperti ikan teri;

- kasus-kasus kecil dimediasi saja.

Dalam Kasus Semangka® dan Kasus Kapas-
Randu:

hupi/iempointeraktif.com/hg/hukuem/2000/11/26/brk, 2009 1126- 210553 id humi
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“e Kejaksaan Negeri Kediri mempersalahkah_
KUHP; Kasus scharusnya bisa
diselesaikan di tingkat kepolisian. :

“ e Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Agus -
' Eko Purnomo:

- kasus pencurian satu buah semangka -
secara materiil dan formil telah .
memenuhi unsur pasal 362 KUHP; .

- Karena itu tidak ada alasan bagi
kejaksaan untuk menolak berkas
perkara yang diajukan kepolisian;

- yang menjadi persoalan adalah nilai
. barang curian yang dinilai terialu
kecil. '

e Pandangan warga masyarakat:

- “nutur” kapas (aksi ambil kapas) atau
ngasak/gresek-gresek (mencari sisa
hasil panen randu/mengambil
rontokan randu} merupakan hal yang
lumrah dan sudah menjadi tradisi/
kebiasaan tahunan warga setempat
seusal musim panen randu kapas;

- sudah menjadi hal biasa di kampung,
bila orang mengambil satu semangka
di sawah, terlebih apabila semangka
biji, asal bijinya ditinggal (karena
bijinya yang lebih berharga untuk
dijadikan kwaci);

- kebiasaan meminjam sandal sebelum
salat juga kerap dilakukan orang.

*  Dari berbagai respons di atas, dapat
dizdentifikasikan hal-ha! sbb.:

*  Aparat menghadapi dilemma:

13
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kasusnya dipandang kecil, tidak =

signifikan;

. perbuatannya memesnuhi rumusan

delik, bukti cukup;

tidak dapat menghentikan perkara
kalau bukti cukup (walau perkara
kecil),

perbenturan antara hukum tertulis
dan hukum kebiasaan (tidak
tertulis),

Penerapan legalitas formal yang kaku:

menimbulkan masalah dalam
masyarakat;

dirasakan ada perbenturan antara
“kepastian hukum’ dengan “rasa
keadilan/kemanusiaan” dalam
masyarakat;

ada perbenturan kewajiban
hekum pada diri aparat penegak
hukum;

ada perbenturan antara kewajiban
menegakkan hukum dengan rasa
kemanusiaan pada diri aparat
penegak hukum.

Terlihat kebutuhan akan adanya dasar
juridis tentang:

pengertian juridis mengenai
tindak pidana dengan
mengintegrasikan asas ketiadaan
sifat melawan hukum vyang
materiil atau asas insignifikan
(insignificance principle);

permaafan hakim (rechrerlijk
pardon — judicial pardon);
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diipenghentian/penundaan
~ penuntutanbersyarat sekalipun

‘cukup bukti {(conditional pros- .
cecution — conditional dismissal/ -

- discontinuance); -
— kewenangan ti_dak meneruskan -
o .p_efkaﬁ"a dalam jﬁéi‘ix:zli‘a ringan dan
penghindaran penahanan sejauh
miungkin (pre-frial dispositions;
avoidance of pre-trial deteniion;
-sebagaimana dirckomendasikan
dalam Tokyo Rules);

- mediasi pénal ~ penal media-
el

- fragmentation of imprisonment
(penjara cicilan);

- berbagai aliernatif pidana penjara
{clternative 1o imprisonment});

- elasticity and modification of
sentencing.

Dengan demikian dapat diresumekan,
bahwa masalah keadilan dalam
penj atuhan pidana tidak hanya terkait
dengan masalah perumusan pidana
(dalam rumusan delik), namun terkait
erat dengan keseluruhan sistem
pemidanaan (dalam Aturan Khusus
Delilk dan Aturan Umum KUHP) dan
bahkan dengan asas-asas atau rambu-
rambu penegakan hukum dalam
SISKUMNAS,

B. Kebijakan Formulasi Sistem Pemidanaan: Reorientasi dan Reformasi

Latar belakang perlunya reorientasi
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e Dari uraian dan pembahasan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa - s
./ .di dalam kebijakan legislatif selama ini tampak ada peluang :
-yang memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. ~

e Faktor pendorong atan faktor kondusif utama bagi hakim untuk

. cenderung menjatukkan pidana penjara ialah adanya perumusan

- yang bersifat imperatif (tunggal dan kumulatif), bahkan yang
_bersifat imperatif terselubung (kumulasi tidak murni).

~.». . Faktor kondusif lainnya ialah lemahnya sistem kebijakan legislatif
~..dalam merumuskan ancaman pidana denda dan aturan pidana
. pengganti denda.

e Adanya kecenderungan yang memperbesar kemungkinan

- - dijatubkan pidana penjara seperti dikemukakan di azas, merupakan

_suatu masalah yang sepatutnya ditinjau kembali dilihat dari
sudut kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana.

¢ Reorientasi terhadap masalah ini menjadi sangat penting artinya,

terutama bila dihubungkan dengan kondisi saat ini. Pidana penjara

sebagai salah satu sarana politik kriminal sedang mendapat

-sorotan tajam di berbagal negara dan pertemuan-pertemuan

- internasional.” Bahkan juga di Indonesia dengan telah terjadinya

masalah “overload {over capacity)” di berbagai Lembaga
Pemasyarakatan,

2. Reorientasi dan Reformasi sistem perumusan ancaman pidana
~ yang bersifat imperatif

> Kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana pada hakikatnya
 juga merupakan kebijakan untuk menerapkan atau
mengoperasionalkan sanksi pidana. Dengan demikian, kebijakan
legislatif pada hakikatnya juga merupakan kebiiakan operasional.
Ini berarti, apabila penggunaan atau pengoperasionalisasian
pidana penjara hendak dilakukan secara selektif atau limitatif
dan mempunyai daya lentur (fleksibel), maka kebijakan yang
dituangkan dalam perundang-undangan harus pula bersifat
demikian.

 Antara lain adanya gerakan sbolisionis pidana penjara \JICOPA}, gerakan/upaya mencari allernatif

piduna penjara {alternative to imprisonmens — non-custodial measures; Tokyo Ruleg),
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Kebijakan legislatif yang terutama perlu dipertimbangkan dan

-:-'.'dlszisun }\Lmbai; ialah mengenai. penggunaan perumusan tunggal -
~dan Lumulanf Kedua perumusan inilah yang merupakan faktor i
- kondusif utama dau banyaknya p1dam penjard ledtLlhlelIl ofeh .

- hakim. - .

v "_Dﬁlhat dau suciut plo';es penfroperamonahsaaan pidana penjara
secara selel\nf dan ﬂel\_mbel perumusan ancaman pidana penjara
Coiyang bersﬁat peuntah dan mutlak (imperatif dan absolut) seperti ©

N _"h_alnycz dengan perumusan tunwal dan kumulatif, hanya dapat

dibenarkan apabila disertai dengan perumusan kebijakan yang
- dapat memperiunak penerapan kebijakan yang sifatnya imperatif
: ddn absolut itu. Perumusan kebijakan yang memperlunak

- _.;pmumusan kebijakan yang kaku itu dapat dirumuskan sebagai

.Suatu kebijakan yang preventif maupun represit.
Kebijakan preventif

0 Yang dimaksud dengan kebijakan preventif ialah kebijakan
yang diberikan oleh undang-undang untuk mencegah atau
tidak melanjutkan perkara pidana ke pengadiian. Jadi untuk
‘mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenakan pidana
penjara sehubungan deagan adanya sistem perumusan pidana
penjara yang bersifat imperatif,

o0 Kebijakan demikian dapat misalaya ditempuh dengan
memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum
untuk melakukan seieksi terhadap para tersangka yvang akan
diajukan ke pengadilan, walaupun orang itu jelas-jelas tefah
melakukan suatu tindak pidana. Kebijakan preventif serupa
ini telah dikembangkan di berbagai negara, antara lain
berupa:

°  Kewenangan untuk tidak meneruskan perkara ke
pengadilan walagpun bukti-bukti sudah cukup.

Kewenangan ini dikenal dengan kewenangan untuk tidak
meneruskan perkara {(pre-trial dispositions); atau

e Kewenangan melakukan penundaan penuntutan (susper-
sion of prosecution/conditional prosecution/condi-
tional discontinuance);
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el Ketenm&n ient'uw “mediasi pcnal atau penyelesaian
i luar proses yang clapdt nlcnwhapusl an penuntufan -~
atau tlddk menelusk'm pell\aia ' '

et chijakan repres1f

0 Dengan kebijakan represif dimaksudkan, snatu kebijakan
- yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memperlunak
.. penerapan sistem pcrumasan pidana penjara yang bersifat
y. 31mpezatif seLuanya perkdm dlteluskdn ke pengadiian.

0. Termasuk pe_rumusan kebijakan represif misalnya:

~» " adanya pedoman dalam menerapkan sistem perumusan
- pidana secara imperatif, baik berupa perumusan tun ggal
“maupun peruntusan kumulatif. Dengan adanya pedoman
“diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi hakim
untuk mengatasi sifat kaku dari sistem imperatif dan
sekaligus memberikan kewenangan kepadanya untuk
menerapkan pidana penjara secara selek(if untuk
-menghindari pesgaruhnya yang negatif;

. * . adanya ketentuan yang memungkinkan pidana bersyarat
dijatuhkan secara imperatif dalam hal-hal tertentu,
khususnya terhadap anak-anak;

* tersedianya alternatif pidana penjara'® yang lebih
bervariasi dari yang ada saat ini;

° . tersedianya ketentuan yang memungkinkan pelepasan
bersyarat bagi napi seumur hidup;

» tersedianya ketentuan pemberian maaf/pengampunan
oleh hakim:

¢ tersedianya ketentuan yang dapat memperlunak atan
memodifikasi pelaksanaan/eksekusi pidana penjara
dalam hal ada faktor-faktor yang sangat manusiawi

® Dalam berbagai dokumen internasional, “alternative 1o imprisonment seyogianyu d1pcrtnuban°]\al}
untuk “anak’” Umuu!e} “pemakai obat-obatan” (drg users), “penderita penyakit jiwa’ “mentally il),
dan “perempuan” (weomen), Lifmt antora lain dalam Beijing Rules (UN Doc. AMRES/H0/33), UN Doc.
ARES/5-26/3, UN Doc, A/RESM6/119, dan dokumen 7ih LN Congres on the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders.
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'I\.ODdlSl sosial yang sangat gawat/genting,!!

o Dalam pedcman menghadapi perumusan pidana seuua S

imperatif, seyoomnyl memuat:

1. Xewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara -~

te_;‘sébut; L

2. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat yang harus °

diperhatikan oleh hakim untuk dapat menerapkan
kewenangannya itu;

3. Bentuk alternatif pidana yang dapat dijatuhkan oleh
hakim sebagai pengganti dari pidana penjara tersebut,

3. Kebijakan Formuiasi Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi pada
Keadilan

o Telah dikemukakan di atas, bahwa masalah keadilan dalam
penjatuhan pidana tidak hanya terkait dengan masalah perumusan
pidana (dalam sumusan delik), namun terkait erat dengan
keseluruhan sistem pemidanaan. Qleh karena itu, keseluruhan
sistem pemidanaan perlu di tata ulang.

= Berdasarkan analisis kasus-kasus kecil yang dikemukakan di
atas, maka dalam menata ulang sistem pemidanaan patut
dipertimbangkan adanya formulasi juridis yang diharapkan dapat
lebih memberi jaminan bagi terselenggaranya proses peradifan/
penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanusiaan.

" Ketentuan ini dikenal dengan istilah “fragmentation of imprisonment” karena adanya faklor “grave

Samily, medical, professional, or secial circumstances”

Majalah Hukum Nasional, Nomor 1 Tahun 2011

: :'.,nau m;nem 5‘1\\ dt/mmdudh umul\ dxpel umbaz}crkan ]

- Misal E}_\,’:.l piduna penjara dilaksanakan secara terpisah- AR
- pisah dalam rentang waksu tertentu karena ddanyd_:.':ﬁ.f"f-
"-_I\e&dm&fl\ondm l\elucucn medis, jabatan/pekerjaan, atay -
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